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PERATU N DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2008

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15
_TAHUN 2000, PERAT URAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2001, PERATURAN DAERAH NOMOR 15
~TAHUN 2001; PERATURAN DAERAH NOMOR 19
‘TAHUN 2001, PERATURAN DAERAH NOMOR $§
b TAHUN 2002 DAN PERATURAN DAERAH
N()MOR 2 TAHUN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

‘Mcni.mbe_u;g” a bahwa sehubungan dengan terbitnya

?‘-K&putusan Menten Dalaih's" Negéri
¢ Nomnibr' 46" Tahun 2005 tentang
* ‘Pémbatdlan~*°  Peraturan Daerah
i KAbupaten -Gowa Nomor 19 Tahun



Mengingat,... ¢ ©

Desember 2006 tentaﬁg Pemmbangan

oo ... Btas. Pexda Pajak Daerah dan. Retribusi
POl yang " direkhmendastkan untuk
sod vithatalkan kateni bertentangan dengan .
kepentingan  unaum.. dan. Peraturan

Perundangzundangan untuk seiaﬁgutnya :

. __dllakukan pencabutan
" bahwa berdasarka

:maka perlu: membentuk Pe;aturan
Dacsah; -tentang ’Pencabutam Peraturan
:Déerah Nomm 5 Tahun 2000,
'-Peramran Daersah ‘Nemor 12 Tahun
" 2001, Peraturan Daerah Nomor 15
v« Tahun 20015 Peraturan. Daerah: Nomor
19 Tahun 2001, Peraturan Daerah

:Nomor:$: ~Tabun 2002 dan Peraturan '

" Daerah NOmor 2 Tahun 2003

“."Urixdang—Undang Nomor 29 'I’ahun
. 1959 tentang- Pembentukan Daerah-
' Daergh ... Tingkat I di Sulawesi

: ;emmbangan . :
-sebagaimana dimaksuds-padashurnfia; - -

o . (Lembaran Negara Republik Indonesia.

L2

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 1822);
. Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1997  tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara

‘Republik Indonesia Tahun 1997 Nomeor

41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685),
sebagaimana telah diubah dengan

“ Undang-Undang Nomor 34 Talus

2000 tentang Perubahan atas Undainy-

.Undang Nomor 18 Tahun 1997 ten‘izzgf:f

Pajak Daerah dan Retribusi Daeral:
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan

‘Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor
43893,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran- Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah -
terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang

‘Pemerintahan  Daerah  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan ILembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4844y,

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004. tentang Perimbangan Keuangan
antara - Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Talun
‘2001 tentang Retribusi  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

. Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41_39);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik

" Indonesia “Tahun 2005 Nomeér 40,

. "Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);
Petaturan Pemerintah Nomor 79

Tahun 2005 tentang  Pedoman
Pembinaan - dan Pengawasan

. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Tembaran ‘Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);-

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan

.. Pemerintahan. = antara.  Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan

" Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

10.
- Nomor -3 Tahun 2004 tentang

(Lembatan Negara Republik Indonesia
Tahun' 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737 ;"

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa

. *Transparanst ™ Penyelenggaraan

' Pemerintahan '~ Kabupaten = Gowa



(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2004 Nomor 7 Seri E).

Mﬁ:mpci‘hatikan . 1. Keputusan ~Menteri Dalam Negeri
Nomor 46 Tahun 2005 tentang
‘ _Pembatéﬂan Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun
2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha
Perikanan dan Hasil Tangkapan Ikan;

2 Surat- Menteri Keuangan Nomor

“ §-026/MK.10/2006 tanggal 23 Februari
2006 tentang Pertimbangan atas Perda
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Surat Menteri Keuangan Nomor
Q-06/MK..7/2006 tanggal 14 Desember
2006 tentang Pertimbangan atas Perda
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

[Dengan Persetu]uan Bersama

DEWAN I‘ERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

dan
‘BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN
e GOWA TENTANG ‘PENCABUTAN

: PERATURAN DAERAH NOMOR 13

TAMUN 2000, PERATURAN DAERAH

B

NOMOR 537 TAHUN 2061,
: _._,PERATURAN DAERAH NOMOR. 15
’I‘AHUN 2001,, PERATURAN DAERAH

TAHUN 2003 DAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003

Pasal 1

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2000
tentang Retribust . dzin: Perigambilan Hasil Hutan Tkutan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(2) f’er&tzra@\}?aerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2001
entang  Reiribuei  Usaha i ic:

s dtaKanah Heflakéﬁa.%;l}erkoperasmn dicabut dan

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2001
tentang Retribusi Penjualan Hasil Perkebunan dlcabut dan
dinyatakan tidak berlaku; :

(4) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 39 Tahun 2001
tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan dan Hasil
Tangkapan Tkan dicabut dan dinyatakan tidlak Berlakis; 1 &

(8) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2002
tentang Retribusi Jasa Pelayanan Ketenaoakerjaan dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku;

(6) Peraturan Daerah Kabupaten® Gowd Noror2 Tahun:2003

tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Hasil 'Uji
S Alaf-Uklr Takidr; Timbang: dan Perlengkapan dicabiut “dah
dinyatakan tidak berlaku.
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